BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa:

1. Konsep pembiaran dapat diinterpretasikan sebagai pengrusakan secara tidak
langsung terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu. Hal pertama yang
mendasari hal ini ialah bahwa secara de facto, kondisi Bangunan Cagar Budaya
Hotel Tugu hingga saat ini dibiarkan tanpa perawatan oleh pemilik, sehingga
secara jelas terjadi kerusakan fisik dan lingkungan pada Bangunan Cagar
Budaya yang telah ditetapkan secara hukum wajib dilindungi. Hal kedua ialah
bahwa secara de jure, konstruksi hukum secara umum tentang penelantaran
berada pada paragraf 1V Bagian Pemeliharaan, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal ini bila dihadapkan pada teori hukum yang mendasari kewajiban
pemeliharaan, maka berkaitan dengan prinsip tanggung jawab hukum, pemilik
atau penguasa cagar budaya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga
kelestarian objek yang dimiliki atau dikuasainya. Pembiaran, sebagai bentuk
penelantaran, melibatkan aspek kelalaian (negligence) dapat berkonsekuensi
pada tindakan hukum, terutama bila peristiwa kerusakan telah terjadi sebagai
akibat dari perbuatan pembiaran tersebut.

2. Interpretasi terhadap konsep pembiaran terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel
Tugu di Kota Yogyakarta oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya

sehingga belum dilakukan penyidikan, kendatipun pemilik bangunan melakukan
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pembiaran namun secara tidak langsung terhadap Hotel Tugu, ialah karena

menurut keterangan PPNS selaku pelaksana UPT BPK Wilayah X, karena

ditemukan kendala:

a. Ambiguitas norma: BCB Hotel Tugu bila dihadapkan pada norma Pasal 75
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penggunaan
frasa “dapat”, akibatnya seolah-olah tidak ada ketegasan. Frasa “dapat”
merupakan alternatif (pilihan) dan bukan rekstriktif maupun kumulatif, serta
lebih lanjut belum ada peraturan pelaksanaan setelahnya. Norma yang ada
hanya memuat alasan pengambilalihan, namun tidak memuat apa saja yang
diambil alih (fokus), hak keperdataan pemilik sebelumnya (legalitas) dan
cara pengambilalihannya seperti apa (modus/prosedur).

b. Fokus pelanggaran: lebih kepada pelanggaran prosedural dari pada
pelanggaran substantif, sehingga lebih mengarah pada sanksi administratif
daripada sanksi pidana.

c. Konflik di antara para ahli waris sejak kematian pemilik Bangunan Cagar
Budaya Hotel Tugu sejak penetapan waris pada 2018 hingga saat ini.

d. PPNS mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur “kesengajaan”,
karena berpegang pada delik Komisionis dan belum melakukan studi pada
kemungkinan penetapan delik Ommisionis terhadap peristiwa dan
perbuatan pembiaran yang berakibat pada kerusakan Bangunan Cagar
Budaya Hotel Tugu.

Kendala di atas mendasari keputusan PPNS untuk mengedepankan langkah-

langkah persuasif, yang dirasakan lebih efektif bila dibandingkan dengan
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langkah represif. Terbukti dengan adanya titik temu dan itikad baik dari para
ahli waris melalui perwakilan pengacara dalam mengakomodasi permohonan
PPNS Wilayah X, guna memasuki lahan dan bangunan serta melakukan
penanganan bersama yang dianggap perlu bagi Bangunan Cagar Budaya Hotel

Tugu di Yogyakarta.

Komisi X DPR RI perlu melakukan reformulasi atau revisi terhadap Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk memasukkan
definisi yang jelas tentang tindakan penelantaran dan prosedur
pengambilalihan oleh negara. Ini akan memperkuat kepastian hukum dan
tanggung jawab pemilik bangunan dalam pelestarian cagar budaya.

PPNS Cagar Budaya sebaiknya mempertimbangkan penerapan delik
Omisionis dalam mengintepretasi suatu peristiwa dan perbuatan pembiaran
banunan cagar budaya. PPNS juga sebaiknya juga mempertimbangkan
penyusunan menyusun Standard Operational Procedure (SOP) yang rinci
mengenai penanganan kasus penelantaran dan pengambilalihan oleh negara.
Hal ini akan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan
memudahkan proses penyidikan serta pelestarian cagar budaya.

Pengadaan studi komparatif mengenai pengelolaan cagar budaya di negara lain
agar dapat diperoleh variasi dan kebaruan penelitian yang dapat diimplikasikan
di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik
yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia, sehingga meningkatkan

efektivitas pelestarian cagar budaya.
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